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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI
Nomor : 03/DPMPTSP/2023   
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI,

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang lebih optimal, efektif, berkualitas dan terstandar, perlu menetapkan standar pelayanan yang menjadi dasar penilaian dan pengukuran kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori

	
	
	

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ()Nomor (), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ();
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor (), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
18. Peraturan Daerah  Kabupaten Supiori Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 8 Tahun 2012 Tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Supiori Tahun 2013-2033;
22. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005 - 2025
23. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.
24. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok  Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori;

25. Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori:

	
MEMUTUSKAN


	Menetapkan
	:
	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI


	KESATU
	:
	Standar Pelayanan Perijinan dan Nonperijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Standar Pelayanan Perijinan dan Nonperijinan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu memuat komponen sebagai berikut :
1. Dasar hukum;
2. Persyaratan;
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. Pengawasan internal;
5. Jangka waktu pelayanan;
6. Biaya/tarif;
7. Produk pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana pelayanan;
10. Kompetensi pelaksana;
11. Jumlah pelaksana;
12. Jaminan pelayanan;
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; 
14. Evaluasi kinerja pelaksana; dan
15. Waktu Pelayanan

	KETIGA
	:
	Standar Pelayanan Perijinan dan Nonperijinan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu wajib dilaksanakan dan sebagai dasar pelayanan perijinan dan nonperijinan.

	KEEMPAT
	:
	Dengan ditetapkan standar pelayanan perijinan dan nonperijinan ini, maka Peraturan Bupati Supiori Nomor 17 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan dan Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

	KELIMA
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




	[bookmark: _Hlk136142131]Ditetapkan di Supiori
Pada Tanggal 25 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI




Drs. MARWAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19670509 199101 1 001



	Lampiran I 

	:
	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori
Nomor   : 03/DPMPTSP/2023
Tanggal : 25 Mei 2023
Tentang : Standar Pelayanan Perijinan Dan Nonperijinan Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.









STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NONPERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SUPIORI

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)

A. PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenin Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS (Online Single Submission).
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektornik
e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fisilitas Penanaman Modal.

	2.
	Persyaratan
	1. Fotocopy E-KTP bagi Pelaku Usaha Peseorangan WNI / Fotocopy Passport bagi Pelaku Usaha Perseorangan WNA;
2. Alamat Email Aktif;
3. Fotocopy Akta Notaris bagi Badan Usaha CV/PT/Koperasi/dllnya;
4. Fotocopy NPWP Pribadi dan Badan Usaha;
5. Fotocopy NPWPD dan NPWRD;
6. Fotocopy Bukti Pembayaran Fiskal;
7. BPJS Kesehatan;
8. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan untuk Badan Usaha
9. Angka Hukum Umum (AHU) Badan Usaha dari Kementerian Hukum dan HAM;
10. Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk Kegiatan Konstruksi;
11. Luas Tempat Usaha serta Modal Usaha.

	3. 
	Sistem, Mekanisme, Prosedur
	a. Risiko Rendah dan Menengah Rendah
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b. [image: ]Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi

	4.
	Pengawasan Internal
	a. Terkait Sistem OSS melalui Submenu Pengawasan.
b. Kepala Dinas melakukan pengawasan internal secara langsung maupun melalui rapat evaluasi setiap bulan.
c. Kepala Bidang melaporkan rapat teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas.

	5.
	Jangka Waktu Pelayanan
	Ditentukan oleh sistem OSS

	6.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	7.
	Produk Pelayanan
	1. NIB untuk Tingkat Risiko Rendah
2. NIB + Sertifikat Standar untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi
3. NIB + Izin Untuk Tingkat Risiko Tinggi

	8.
	Pelayanan Pengaduan
	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori melalui petugas loket pengaduan/Front Office, Telepon, SMS ,WA, Email atau melalui Kotak Pengaduan yang tersedia. 
Pengaduan terkait administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kebupaten Supiori melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terhadap saran dan masukan akan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori untuk dianalisa atau ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :
· Telepon, SMS, WA :  081240858809
· Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com
· Kotak Saran dan Pengaduan;
· Tata Muka Langsung di Kantor DPMPTSP
Jl. Raya Sorendiweri Yenggarbun, Desa Sauyas Pariem Distrik Supiori Timur
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat


	9.
	Sarana dan Prasarana
	a. Sarana dan Prasarana
1) Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);
2) Tempat Layanan Helpdesk Sistem OSS;
3) Tempat Parkir
4) Jaringan Internet/Wifi
5) Komputer dan Printer
6) UPS
7) Telepon Selular
8) Alat Tulis Kantor
9) Meja dan Kursi
10) Ruang Konsultasi dan Pengaduan
11) Kursi Roda
12) Toilet
13) Helpdesk Informasi
14) Kotak Saran dan Pengaduan
b. Fasilitas Pendukung
1) Televisi
2) Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
3) Kamera CCTV
4) Brosur
5) Genset

	10.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Pendidikan Minimal S1
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi.
3. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer Dan Internet.
4. Memahami Penggunaan Aplikasi Terkait Pelayanan Perizinan.
5. Memahami Kebijakan Terkait Layanan Perizinan Baik Kebijakan Pusat dan Kebijakan Daerah
6. Mampu Menganalisis Permasalahan dan Penyelesaiannya 

	11.
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Pelaksana Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah 5 Orang.
Keterangan :
Personil tersebut diatas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lain.

	12.
	Jaminan Pelayanan
	a. Adanya Kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;
b. SDM berkompeten dalam bidang tugasnya;
c. Jaminan bebas KKN
d. Pelayanan Mudah, Cepat , Transparan, Pasti dan Bertanggungjawab.

	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	1. Pengawasan lingkungan kerja dengan CCTV.
2. Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
3. Melaksanakan pelayanan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari Pungli.

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung.
3. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Atasan.

	15.
	Waktu Pelayanan
	· Senin-Kamis   : 09.00 WIT – 15.00 WIT
· Jumat               : 09.00 WIT – 13.30 WIT
· Jam Istirahat   : 12.00 WIT – 13.00 WIT



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI
	

	
Drs. MARWAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19670509 199101 1 001



STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NONPERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SUPIORI

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

A. PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenin Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan);
c. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Supiori;
d. Peraturan Bupati Supiori Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerha Kabupaten Supiori;

	2.
	Persyaratan
	1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditandatangani di atas Meterai Rp.10.000,-;
2. Gambar Rencana Bangunan (Site Plan, Denah Tampak Potongan) berdasarkan Keterangan Rencana (Advice Planning) dan Keterangan Peruntukan Lahan (Advice Zooning);
3. Perhitungan Konstruksi/Detail Konstruksi (Untuk Bangunan Lebih Dari 2 Lantai);
4. Fotocopy Sertifikat Tanah dan Fotocopy Kontrak Kerja/Perjanjian Sewa Lahan (Untuk Tanah yang di Sewa);
5. Fotocopy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
6. Fotocopy pembayaran fiscal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori;
7. Fotocopy KTP;
8. Fotocopy NPWP;
9. Pas Foto 3x4 = 2 lembar;
10. Surat Pernyataan Batas Bangunan yang disetujui oleh tetangga;
11. Keterangan Keadaan/Status Lokasi akan didirikan Bangunan dari Kepala Kampung diketahui oleh Kepala Distrik;
12. Perhitungan Konstruksi/Detail Konstruksi (Untuk Bangunan Lebih dari 2 Lantai);
13. Hasil Sondir/Boring (Penyelidikan Tanah) Bangunan lebih dari 2 lantai;
14. Izin Prinsip dan dokumen Amdal/UPL/UKL untuk Perumahan, Hotel, Rumah Sakit dan Bangunan Lain;
15. Surat Persetujuan warga dan rekomendai dari instansi terkait untuk bangunan tempat ibadah, tower, dan bangunan lain yang berpotensi terhadao masalah social dan gangguan-gangguan masyarakat umum. 

	3. 
	Sistem, Mekanisme, Prosedur
	a. Pemohon datang ke loket Reception/Informasi mengambil dan mengisi formular;
b. Pemohon menyerahkan formular ke Front office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
c. Dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis, dan pemberitahuan kepada pemohon bahwa proses izin lanjut atau ditolak berdasarkan hasil BAPL Tim Teknis dan Rekomendasi OPD teknis;
d. Apabila Proses lanjut dan berkas lengkap dan benar, selanjutnya pemohon membayar retribusi IMB sesuai ketetapan SKRD di Bank Papua, dan proses penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP;
e. Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
f. Pemohon mengambil izin di loket pengambilan izin.

	4.
	Pengawasan Internal
	a) Kepala Dinas melakukan pengawasan internal secara langsung maupun melalui rapat evaluasi setiap bulan.
b) Kepala Bidang melaporkan rapat teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas

	5.
	Jangka Waktu Pelayanan
	· Baru 14 Hari Kerja
· Balik Nama/Pemecahan 3 hari kerja

	6.
	Biaya/Tarif
	Dikenakan Tarif Retribusi IMB sesuai Keputusan Bupati Supiori Nomor 14 Tahun 2017

	7.
	Produk Pelayanan
	Dokumen Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)

	8.
	Pelayanan Pengaduan
	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori melalui petugas loket pengaduan/Front Office, Telepon, SMS ,WA, Email atau melalui Kotak Pengaduan yang tersedia. 
Pengaduan terkait administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kebupaten Supiori melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terhadap saran dan masukan akan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori untuk dianalisa atau ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :
· Telepon, SMS, WA :  081240858809
· Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com
· Kotak Saran dan Pengaduan;
· Tata Muka Langsung di Kantor DPMPTSP
Jl. Raya Sorendiweri Yenggarbun, Desa Sauyas Pariem Distrik Supiori Timur
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat


	9.
	Sarana dan Prasarana
	Sarana dan Prasarana
1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);
2. Tempat Layanan Helpdesk Sistem OSS;
3. Tempat Parkir
4. Jaringan Internet/Wifi
5. Komputer dan Printer
6. UPS
7. Telepon Selular
8. Alat Tulis Kantor
9. Meja dan Kursi
10. Ruang Konsultasi dan Pengaduan
11. Kursi Roda
12. Toilet
13. Helpdesk Informasi
14. Kotak Saran dan Pengaduan

Fasilitas Pendukung
· Televisi
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
· Kamera CCTV
· Brosur
· Genset

	10.
	Kompetensi Pelaksana
	· Kepala Dinas
· Kepala Bidang
· Kepala Seksi
· Petugas Frontoffice
· Petugas Backoffice

	11.
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Pelaksana yang menangani IMB adalah 5 (Lima) Orang.
Keterangan :
Personil tersebut diatas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lain.

	12.
	Jaminan Pelayanan
	a. Adanya Kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;
b. SDM berkompeten dalam bidang tugasnya;
c. Jaminan bebas KKN
d. Pelayanan Mudah, Cepat , Transparan, Pasti dan Bertanggungjawab.

	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	1. Pengawasan lingkungan kerja dengan CCTV.
2. Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
3. Melaksanakan pelayanan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari Pungli.

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung.
6. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan IMB Kepada Atasan.

	15.
	Waktu Pelayanan
	· Senin-Kamis   : 09.00 WIT – 15.00 WIT
· Jumat               : 09.00 WIT – 13.30 WIT
· Jam Istirahat   : 12.00 WIT – 13.00 WIT



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI
	

	
Drs. MARWAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19670509 199101 1 001




















STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NONPERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SUPIORI

IJIN REKLAME

· PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

· STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Ijin Reklame
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Pajak Reklame);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Supiori;
5. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang susunan organisai dan tata kerja DPMPTSP Kabupaten Supiori

	2.
	Persyaratan
	1. Surat Permohonan Izin Reklame beserta formulir ditandatangani di atas Meterai Rp.10.000,- beserta lampirannya;
2. Akta Notaris perusahaan berbadan hukum;
3. NPWP;
4. Fotocopy KTP pemilik atau penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
5. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar
6. Materai Rp.10.000,- 2 lembar
7. Gambar Desain dan Denah Lokasi/Gambar Titik Lokasi;
8. Foto terbaru rencana penempatan reklame ukuran 4R;
9. Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Lokasi pemasangan reklame 4R;
10. Surat Perjanjian Sewa/Kontrak lokasi pemasangan reklame;
11. BAPL tim tenis dan rekomendai OPD teknis;
12. Membuat surat pernyataan kesanggupan menanggung resiko yang terjadi, meterai Rp. 10.000,-
13. Surat Keterangan tidak keberatan apabila reklame dilahan/bangunan perorangan/swasta;
14. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,- (jika diurus pihak ketiga) dan fotocopy penerima kuasa;
15. Melampirkan fotocopy SSPD, SKRD dan bukti pembayaran pajak reklame yang sudah divalidasi oleh bank papua.

	3. 
	Sistem, Mekanisme, Prosedur
	a. Pemohon datang ke loket Reception/Informasi mengambil dan mengisi formular;
b. Pemohona menyerahkan formular ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
c. Dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis, dan pemberitahuan kepada pemohon bahwa proses izin lanjut atau ditolak berdasarkan hasil BAPL Tim Teknis dan Rekomendasi OPD teknis;
d. Apabila Proses lanjut dan berkas lengkap dan benar, selanjutnya pemohon membayar retribusi sesuai ketetapan SKRD di Bank Papua, dan proses penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP;
e. Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
f. Pemohon mengambil izin di loket pengambilan izin.

	4.
	Pengawasan Internal
	a. Kepala Dinas melakukan pengawasan internal secara langsung maupun melalui rapat evaluasi setiap bulan.
b. Kepala Bidang melaporkan rapat teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas

	5.
	Jangka Waktu Pelayanan
	· Baru 3 Hari Kerja
· Perpanjangan hari kerja

	6.
	Biaya/Tarif
	Dikenakan Tarif Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Pajak Reklame)

	7.
	Produk Pelayanan
	Dokumen Izin Reklame

	8.
	Pelayanan Pengaduan
	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori melalui petugas loket pengaduan/Front Office, Telepon, SMS ,WA, Email atau melalui Kotak Pengaduan yang tersedia. 
Pengaduan terkait administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kebupaten Supiori melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terhadap saran dan masukan akan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori untuk dianalisa atau ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :
· Telepon, SMS, WA :  081240858809
· Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com
· Kotak Saran dan Pengaduan;
· Tata Muka Langsung di Kantor DPMPTSP
Jl. Raya Sorendiweri Yenggarbun, Desa Sauyas Pariem Distrik Supiori Timur
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat


	9.
	Sarana dan Prasarana
	Sarana dan Prasarana
· Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);
· Tempat Layanan Helpdesk Sistem OSS;
· Tempat Parkir
· Jaringan Internet/Wifi
· Komputer dan Printer
· UPS
· Telepon Selular
· Alat Tulis Kantor
· Meja dan Kursi
· Ruang Konsultasi dan Pengaduan
· Kursi Roda
· Toilet
· Helpdesk Informasi
· Kotak Saran dan Pengaduan
Fasilitas Pendukung
· Televisi
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
· Kamera CCTV
· Brosur
· Genset

	10.
	Kompetensi Pelaksana
	· Kepala Dinas
· Kepala Bidang
· Kepala Seksi
· Petugas Frontoffice
· Petugas Backoffice

	11.
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Pelaksana yang menangani Trayek adalah 5 (Lima) Orang.
Keterangan :
Personil tersebut diatas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lain.

	12.
	Jaminan Pelayanan
	1. Adanya Kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;
2. SDM berkompeten dalam bidang tugasnya;
3. Jaminan bebas KKN;
4. Pelayanan Mudah, Cepat , Transparan, Pasti dan Bertanggungjawab.

	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	1) Pengawasan lingkungan kerja dengan CCTV.
2) Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
3) Melaksanakan pelayanan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari Pungli.

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung.
c. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan Reklame Kepada Atasan.

	15.
	Waktu Pelayanan
	· Senin-Kamis   : 09.00 WIT – 15.00 WIT
· Jumat               : 09.00 WIT – 13.30 WIT
· Jam Istirahat   : 12.00 WIT – 13.00 WIT



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI
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STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NONPERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SUPIORI

IJIN PRAKTIK DOKTER UMUM, SPESIALIS DAN GIGI

· PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

· STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Ijin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori;
5. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP;

	2.
	Persyaratan
	a. Surat Permohonan Izin Praktik Dokter beserta formulir ditandatangani di atas Meterai Rp.10.000,- beserta lampirannya;
b. Fotocopy KTP;
c. Fotocopy Ijazah Terakhir;
d. Fotocopy STR yang masih berlaku;
e. Rekomendasi IDI yang masih berlaku;
f. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;
g. Surat Pernyataan Bermaterai Rp.10.000,- bagi yang memiliki tempat praktik (Untuk Praktik Mandiri);
h. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (Latar merah);

	3. 
	Sistem, Mekanisme, Prosedur
	1. Pemohon datang ke loket Reception/Informasi mengambil dan mengisi formular;
2. Pemohonan menyerahkan formular ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Apabila Proses lanjut dan berkas lengkap dan benar, selanjutnya proses penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP;
4. Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
5. Pemohon mengambil izin di loket pengambilan izin.

	4.
	Pengawasan Internal
	a) Kepala Dinas melakukan pengawasan internal secara langsung maupun melalui rapat evaluasi setiap bulan.
b) Kepala Bidang melaporkan rapat teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas

	5.
	Jangka Waktu Pelayanan
	· Baru 3 Hari Kerja
· Perpanjangan 3 Jam Kerja

	6.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	7.
	Produk Pelayanan
	Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) Dokter

	8.
	Pelayanan Pengaduan
	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori melalui petugas loket pengaduan/Front Office, Telepon, SMS ,WA, Email atau melalui Kotak Pengaduan yang tersedia. 
Pengaduan terkait administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kebupaten Supiori melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terhadap saran dan masukan akan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori untuk dianalisa atau ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :
· Telepon, SMS, WA :  081240858809
· Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com
· Kotak Saran dan Pengaduan;
· Tata Muka Langsung di Kantor DPMPTSP
Jl. Raya Sorendiweri Yenggarbun, Desa Sauyas Pariem Distrik Supiori Timur
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat


	9.
	Sarana dan Prasarana
	Sarana dan Prasarana
· Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);
· Tempat Layanan Helpdesk Sistem OSS;
· Tempat Parkir
· Jaringan Internet/Wifi
· Komputer dan Printer
· UPS
· Telepon Selular
· Alat Tulis Kantor
· Meja dan Kursi
· Ruang Konsultasi dan Pengaduan
· Kursi Roda
· Toilet
· Helpdesk Informasi
· Kotak Saran dan Pengaduan
Fasilitas Pendukung
· Televisi
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
· Kamera CCTV
· Brosur
· Genset

	10.
	Kompetensi Pelaksana
	· Kepala Dinas
· Kepala Bidang
· Kepala Seksi
· Petugas Frontoffice
· Petugas Backoffice

	11.
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Pelaksana yang menangani Ijin Praktik Dokter adalah 5 (Lima) Orang.
Keterangan :
Personil tersebut diatas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lain.

	12.
	Jaminan Pelayanan
	1. Adanya Kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;
2. SDM berkompeten dalam bidang tugasnya;
3. Jaminan bebas KKN;
4. Pelayanan Mudah, Cepat , Transparan, Pasti dan Bertanggungjawab.

	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a. Pengawasan lingkungan kerja dengan CCTV.
b. Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
c. Melaksanakan pelayanan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari Pungli.

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan Ijin Praktik Dokter Kepada Atasan.

	15.
	Waktu Pelayanan
	· Senin-Kamis   : 09.00 WIT – 15.00 WIT
· Jumat               : 09.00 WIT – 13.30 WIT
· Jam Istirahat   : 12.00 WIT – 13.00 WIT
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STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NONPERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SUPIORI

IJIN PRAKTIK BIDAN 

· PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

· STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Ijin Praktik Bidan
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES?PER?X?2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori;
5. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP;

	2.
	Persyaratan
	1. Surat Permohonan Izin Praktik Bidan beserta formulir ditandatangani di atas Meterai Rp.10.000,- beserta lampirannya;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy Ijazah Terakhir;
4. Fotocopy STR yang masih berlaku;
5. Rekomendasi APN yang masih berlaku;
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang mepunyai SIP;
8. Surat Pernyataan Bermaterai Rp.10.000,- bagi yang memiliki tempat praktik (Untuk Praktik Mandiri);
9. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (Latar merah);

	3. 
	Sistem, Mekanisme, Prosedur
	a. Pemohon datang ke loket Reception/Informasi mengambil dan mengisi formular;
b. Pemohonan menyerahkan formular ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
c. Apabila Proses lanjut dan berkas lengkap dan benar, selanjutnya proses penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP;
d. Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
e. Pemohon mengambil izin di loket pengambilan izin.

	4.
	Pengawasan Internal
	1) Kepala Dinas melakukan pengawasan internal secara langsung maupun melalui rapat evaluasi setiap bulan.
2) Kepala Bidang melaporkan rapat teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas

	5.
	Jangka Waktu Pelayanan
	· Baru 3 Hari Kerja
· Perpanjangan 3 Jam Kerja

	6.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	7.
	Produk Pelayanan
	Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) Bidan

	8.
	Pelayanan Pengaduan
	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori melalui petugas loket pengaduan/Front Office, Telepon, SMS ,WA, Email atau melalui Kotak Pengaduan yang tersedia. 
Pengaduan terkait administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kebupaten Supiori melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terhadap saran dan masukan akan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori untuk dianalisa atau ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :
· Telepon, SMS, WA :  081240858809
· Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com
· Kotak Saran dan Pengaduan;
· Tata Muka Langsung di Kantor DPMPTSP
Jl. Raya Sorendiweri Yenggarbun, Desa Sauyas Pariem Distrik Supiori Timur
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat

	9.
	Sarana dan Prasarana
	Sarana dan Prasarana
· Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);
· Tempat Layanan Helpdesk Sistem OSS;
· Tempat Parkir
· Jaringan Internet/Wifi
· Komputer dan Printer
· UPS
· Telepon Selular
· Alat Tulis Kantor
· Meja dan Kursi
· Ruang Konsultasi dan Pengaduan
· Kursi Roda
· Toilet
· Helpdesk Informasi
· Kotak Saran dan Pengaduan
Fasilitas Pendukung
· Televisi
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
· Kamera CCTV
· Brosur
· Genset

	10.
	Kompetensi Pelaksana
	· Kepala Dinas
· Kepala Bidang
· Kepala Seksi
· Petugas Frontoffice
· Petugas Backoffice

	11.
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Pelaksana yang menangani Ijin Praktik Bidan adalah 5 (Lima) Orang.
Keterangan :
Personil tersebut diatas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lain.

	12.
	Jaminan Pelayanan
	a) Adanya Kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;
b) SDM berkompeten dalam bidang tugasnya;
c) Jaminan bebas KKN;
d) Pelayanan Mudah, Cepat , Transparan, Pasti dan Bertanggungjawab.

	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	· Pengawasan lingkungan kerja dengan CCTV.
· Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
· Melaksanakan pelayanan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari Pungli.

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan Ijin Praktik Bidan Kepada Atasan.

	15.
	Waktu Pelayanan
	· Senin-Kamis   : 09.00 WIT – 15.00 WIT
· Jumat               : 09.00 WIT – 13.30 WIT
· Jam Istirahat   : 12.00 WIT – 13.00 WIT



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI
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STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NONPERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SUPIORI

IJIN PRAKTIK APOTEKER

· PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

· STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Ijin Praktik Apoteker
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; 
e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori;
f. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP;

	2.
	Persyaratan
	1. Surat Permohonan Izin Praktik Apoteker beserta formulir ditandatangani di atas Meterai Rp.10.000,- beserta lampirannya;
2. Fotocopy KTP;
3.  Fotocopy Ijazah Terakhir;
4. Fotocopy STRA yang masih berlaku;
5. Rekomendasi IAI yang masih berlaku;
6. Sertifikat Uji Kompetensi Apoteker yang masih berlaku;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang mepunyai SIP;
9. Surat Pernyataan Tidak Berkerja di Sarana Farmasi lain;
10. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (Latar merah);

	3. 
	Sistem, Mekanisme, Prosedur
	a. Pemohon datang ke loket Reception/Informasi mengambil dan mengisi formular;
b. Pemohonan menyerahkan formular ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
c. Apabila Proses lanjut dan berkas lengkap dan benar, selanjutnya proses penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP;
d. Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
e. Pemohon mengambil izin di loket pengambilan izin.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan internal secara langsung maupun melalui rapat evaluasi setiap bulan.
2. Kepala Bidang melaporkan rapat teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas

	5.
	Jangka Waktu Pelayanan
	· Baru 3 Hari Kerja
· Perpanjangan 3 Jam Kerja

	6.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	7.
	Produk Pelayanan
	Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) Apoteker

	8.
	Pelayanan Pengaduan
	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori melalui petugas loket pengaduan/Front Office, Telepon, SMS ,WA, Email atau melalui Kotak Pengaduan yang tersedia. 
Pengaduan terkait administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kebupaten Supiori melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terhadap saran dan masukan akan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori untuk dianalisa atau ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :
· Telepon, SMS, WA :  081240858809
· Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com
· Kotak Saran dan Pengaduan;
· Tata Muka Langsung di Kantor DPMPTSP
Jl. Raya Sorendiweri Yenggarbun, Desa Sauyas Pariem Distrik Supiori Timur
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat

	9.
	Sarana dan Prasarana
	Sarana dan Prasarana
· Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);
· Tempat Layanan Helpdesk Sistem OSS;
· Tempat Parkir
· Jaringan Internet/Wifi
· Komputer dan Printer
· UPS
· Telepon Selular
· Alat Tulis Kantor
· Meja dan Kursi
· Ruang Konsultasi dan Pengaduan
· Kursi Roda
· Toilet
· Helpdesk Informasi
· Kotak Saran dan Pengaduan
Fasilitas Pendukung
· Televisi
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
· Kamera CCTV
· Brosur
· Genset

	10.
	Kompetensi Pelaksana
	· Kepala Dinas
· Kepala Bidang
· Kepala Seksi
· Petugas Frontoffice
· Petugas Backoffice

	11.
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Pelaksana yang menangani Ijin Praktik Apoteker adalah 5 (Lima) Orang.
Keterangan :
Personil tersebut diatas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lain.

	12.
	Jaminan Pelayanan
	3. Adanya Kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;
4. SDM berkompeten dalam bidang tugasnya;
5. Jaminan bebas KKN;
6. Pelayanan Mudah, Cepat , Transparan, Pasti dan Bertanggungjawab.

	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a. Pengawasan lingkungan kerja dengan CCTV.
b. Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
c. Melaksanakan pelayanan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari Pungli.

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan Ijin Praktik Bidan Kepada Atasan.

	15.
	Waktu Pelayanan
	· Senin-Kamis   : 09.00 WIT – 15.00 WIT
· Jumat               : 09.00 WIT – 13.30 WIT
· Jam Istirahat   : 12.00 WIT – 13.00 WIT
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STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NONPERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SUPIORI

IJIN PRAKTIK PERAWAT

· PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

· STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Ijin Praktik Perawat
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori;
5. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP;

	2.
	Persyaratan
	a. Surat Permohonan Izin Praktik Bidan beserta formulir ditandatangani di atas Meterai Rp.10.000,- beserta lampirannya;
b. Fotocopy KTP;
c. Fotocopy Ijazah Terakhir;
d. Fotocopy STR yang masih berlaku;
e. Rekomendasi APN yang masih berlaku;
f. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;
g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang mepunyai SIP;
h. Surat Pernyataan Bermaterai Rp.10.000,- bagi yang memiliki tempat praktik (Untuk Praktik Mandiri);
i. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (Latar merah);

	3. 
	Sistem, Mekanisme, Prosedur
	1. Pemohon datang ke loket Reception/Informasi mengambil dan mengisi formular;
2. Pemohonan menyerahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Apabila Proses lanjut dan berkas lengkap dan benar, selanjutnya proses penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP;
4. Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
5. Pemohon mengambil izin di loket pengambilan izin.

	4.
	Pengawasan Internal
	a. Kepala Dinas melakukan pengawasan internal secara langsung maupun melalui rapat evaluasi setiap bulan.
b. Kepala Bidang melaporkan rapat teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas

	5.
	Jangka Waktu Pelayanan
	· Baru 3 Hari Kerja
· Perpanjangan 3 Jam Kerja

	6.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	7.
	Produk Pelayanan
	Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) Perawat

	8.
	Pelayanan Pengaduan
	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori melalui petugas loket pengaduan/Front Office, Telepon, SMS ,WA, Email atau melalui Kotak Pengaduan yang tersedia. 
Pengaduan terkait administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kebupaten Supiori melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terhadap saran dan masukan akan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori untuk dianalisa atau ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :
· Telepon, SMS, WA :  081240858809
· Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com
· Kotak Saran dan Pengaduan;
· Tata Muka Langsung di Kantor DPMPTSP
Jl. Raya Sorendiweri Yenggarbun, Desa Sauyas Pariem Distrik Supiori Timur
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat

	9.
	Sarana dan Prasarana
	Sarana dan Prasarana
· Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);
· Tempat Layanan Helpdesk Sistem OSS;
· Tempat Parkir
· Jaringan Internet/Wifi
· Komputer dan Printer
· UPS
· Telepon Selular
· Alat Tulis Kantor
· Meja dan Kursi
· Ruang Konsultasi dan Pengaduan
· Kursi Roda
· Toilet
· Helpdesk Informasi
· Kotak Saran dan Pengaduan
Fasilitas Pendukung
· Televisi
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
· Kamera CCTV
· Brosur
· Genset

	10.
	Kompetensi Pelaksana
	· Kepala Dinas
· Kepala Bidang
· Kepala Seksi
· Petugas Frontoffice
· Petugas Backoffice

	11.
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Pelaksana yang menangani Ijin Praktik Bidan adalah 5 (Lima) Orang.
Keterangan :
Personil tersebut diatas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lain.

	12.
	Jaminan Pelayanan
	· Adanya Kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;
· SDM berkompeten dalam bidang tugasnya;
· Jaminan bebas KKN;
· Mudah, Cepat , Transparan dan Pasti 

	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	1. Pengawasan lingkungan kerja dengan CCTV.
2. Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
3. Melaksanakan pelayanan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari Pungli.

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan Ijin Praktik Perawat Kepada Atasan.

	15.
	Waktu Pelayanan
	· Senin-Kamis   : 09.00 WIT – 15.00 WIT
· Jumat               : 09.00 WIT – 13.30 WIT
· Jam Istirahat   : 12.00 WIT – 13.00 WIT
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STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NONPERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SUPIORI

IJIN PRAKTIK TENAGA GIZI 

· PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

· STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Ijin Praktik Tenaga Gizi
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori;
5. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP;

	2.
	Persyaratan
	1. Surat Permohonan Izin Praktik Tenaga Gizi beserta formulir ditandatangani di atas Meterai Rp.10.000,- beserta lampirannya;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy Ijazah Terakhir;
4. Fotocopy STR yang masih berlaku;
5. Rekomendasi Organisasi Terbaru yang masih berlaku;
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang mepunyai SIP;
8. Surat Pernyataan Bermaterai Rp.10.000,- bagi yang memiliki tempat praktik (Untuk Praktik Mandiri);
9. Denah Lokasi tempat praktik (Untuk Praktik Mandiri);
10. Daftar Peralatan yang digunakan (Untuk Praktik Mandiri);
11. Daftar Pelayanan (Untuk Praktik Mandiri);
12. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (Latar merah);

	3. 
	Sistem, Mekanisme, Prosedur
	· Pemohon datang ke loket Reception/Informasi mengambil dan mengisi formular;
· Pemohonan menyerahkan formular ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
· Apabila Proses lanjut dan berkas lengkap dan benar, selanjutnya proses penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP;
· Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
· Pemohon mengambil izin di loket pengambilan izin.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan internal secara langsung maupun melalui rapat evaluasi setiap bulan.
2. Kepala Bidang melaporkan rapat teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas

	5.
	Jangka Waktu Pelayanan
	· Baru 3 Hari Kerja
· Perpanjangan 3 Jam Kerja

	6.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	7.
	Produk Pelayanan
	Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Gizi

	8.
	Pelayanan Pengaduan
	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori melalui petugas loket pengaduan/Front Office, Telepon, SMS ,WA, Email atau melalui Kotak Pengaduan yang tersedia. 
Pengaduan terkait administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kebupaten Supiori melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terhadap saran dan masukan akan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori untuk dianalisa atau ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :
· Telepon, SMS, WA :  081240858809
· Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com
· Kotak Saran dan Pengaduan;
· Tata Muka Langsung di Kantor DPMPTSP
Jl. Raya Sorendiweri Yenggarbun, Desa Sauyas Pariem Distrik Supiori Timur
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat

	9.
	Sarana dan Prasarana
	Sarana dan Prasarana
· Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);
· Tempat Layanan Helpdesk Sistem OSS;
· Tempat Parkir
· Jaringan Internet/Wifi
· Komputer dan Printer
· UPS
· Telepon Selular
· Alat Tulis Kantor
· Meja dan Kursi
· Ruang Konsultasi dan Pengaduan
· Kursi Roda
· Toilet
· Helpdesk Informasi
· Kotak Saran dan Pengaduan
Fasilitas Pendukung
· Televisi
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
· Kamera CCTV
· Brosur
· Genset

	10.
	Kompetensi Pelaksana
	· Kepala Dinas
· Kepala Bidang
· Kepala Seksi
· Petugas Frontoffice
· Petugas Backoffice

	11.
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Pelaksana yang menangani Ijin Praktik Tenaga Gizi adalah 5 (Lima) Orang.
Keterangan :
Personil tersebut diatas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lain.

	12.
	Jaminan Pelayanan
	a) Adanya Kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;
b) SDM berkompeten dalam bidang tugasnya;
c) Jaminan bebas KKN;
d) Pelayanan Mudah, Cepat , Transparan, Pasti dan Bertanggungjawab.

	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	· Pengawasan lingkungan kerja dengan CCTV.
· Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
· Melaksanakan pelayanan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari Pungli.

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan Ijin Praktik Tenaga Gizi Kepada Atasan.

	15.
	Waktu Pelayanan
	· Senin-Kamis   : 09.00 WIT – 15.00 WIT
· Jumat               : 09.00 WIT – 13.30 WIT
· Jam Istirahat   : 12.00 WIT – 13.00 WIT
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STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NONPERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SUPIORI

IJIN PRAKTIK PERAWAT GIGI

· PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

· STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Ijin Praktik Tenaga Gizi
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori;
5. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP;

	2.
	Persyaratan
	1. Surat Permohonan Izin Praktik Tenaga Gizi beserta formulir ditandatangani di atas Meterai Rp.10.000,- beserta lampirannya;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy Ijazah Terakhir;
4. Fotocopy STR yang masih berlaku;
5. Rekomendasi Organisasi Terbaru yang masih berlaku;
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang mepunyai SIP;
8. Surat Pernyataan Bermaterai Rp.10.000,- bagi yang memiliki tempat praktik (Untuk Praktik Mandiri);
9. Denah Lokasi tempat praktik (Untuk Praktik Mandiri);
10. Daftar Peralatan yang digunakan (Untuk Praktik Mandiri);
11. Daftar Pelayanan (Untuk Praktik Mandiri);
12. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (Latar merah);

	3. 
	Sistem, Mekanisme, Prosedur
	· Pemohon datang ke loket Reception/Informasi mengambil dan mengisi formular;
· Pemohonan menyerahkan formular ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
· Apabila Proses lanjut dan berkas lengkap dan benar, selanjutnya proses penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP;
· Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
· Pemohon mengambil izin di loket pengambilan izin.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan internal secara langsung maupun melalui rapat evaluasi setiap bulan.
2. Kepala Bidang melaporkan rapat teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas

	5.
	Jangka Waktu Pelayanan
	· Baru 3 Hari Kerja
· Perpanjangan 3 Jam Kerja

	6.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	7.
	Produk Pelayanan
	Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Gigi

	8.
	Pelayanan Pengaduan
	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori melalui petugas loket pengaduan/Front Office, Telepon, SMS ,WA, Email atau melalui Kotak Pengaduan yang tersedia. 
Pengaduan terkait administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kebupaten Supiori melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terhadap saran dan masukan akan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori untuk dianalisa atau ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :
· Telepon, SMS, WA :  081240858809
· Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com
· Kotak Saran dan Pengaduan;
· Tata Muka Langsung di Kantor DPMPTSP
Jl. Raya Sorendiweri Yenggarbun, Desa Sauyas Pariem Distrik Supiori Timur
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat

	9.
	Sarana dan Prasarana
	Sarana dan Prasarana
· Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);
· Tempat Layanan Helpdesk Sistem OSS;
· Tempat Parkir
· Jaringan Internet/Wifi
· Komputer dan Printer
· UPS
· Telepon Selular
· Alat Tulis Kantor
· Meja dan Kursi
· Ruang Konsultasi dan Pengaduan
· Kursi Roda
· Toilet
· Helpdesk Informasi
· Kotak Saran dan Pengaduan
Fasilitas Pendukung
· Televisi
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
· Kamera CCTV
· Brosur
· Genset

	10.
	Kompetensi Pelaksana
	· Kepala Dinas
· Kepala Bidang
· Kepala Seksi
· Petugas Frontoffice
· Petugas Backoffice

	11.
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Pelaksana yang menangani Ijin Praktik Perawat Gigi adalah 5 (Lima) Orang.
Keterangan :
Personil tersebut diatas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lain.

	12.
	Jaminan Pelayanan
	e) Adanya Kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;
f) SDM berkompeten dalam bidang tugasnya;
g) Jaminan bebas KKN;
h) Pelayanan Mudah, Cepat , Transparan, Pasti dan Bertanggungjawab.

	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	· Pengawasan lingkungan kerja dengan CCTV.
· Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
· Melaksanakan pelayanan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari Pungli.

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan Ijin Praktik Perawat Gigi Kepada Atasan.

	15.
	Waktu Pelayanan
	· Senin-Kamis   : 09.00 WIT – 15.00 WIT
· Jumat               : 09.00 WIT – 13.30 WIT
· Jam Istirahat   : 12.00 WIT – 13.00 WIT



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI
	

	
Drs. MARWAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19670509 199101 1 001








STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NONPERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SUPIORI

IJIN KERJA TENAGA TEKNIK LABORATORIUM MEDIK
(SIK-TTLM)

· PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

· STANDAR PELAYANAN
 
Jenis Pelayanan Ijin Praktik Tenaga Gizi
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori;
7. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP;

	2.
	Persyaratan
	1. Surat Permohonan Izin beserta formulir ditandatangani di atas Meterai Rp.10.000,- beserta lampirannya;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy Ijazah Terakhir;
4. Fotocopy STR – ATLM yang masih berlaku;
5. Rekomendasi Organisasi Profesi Terbaru yang masih berlaku;
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang mepunyai SIP;
8. Surat keterangan kerja dari fasilitas pelayanan kesehatan terkait;
9. Denah Lokasi tempat praktik (Untuk Praktik Mandiri);
10. Daftar Peralatan yang digunakan (Untuk Praktik Mandiri);
11. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (Latar merah);

	3. 
	Sistem, Mekanisme, Prosedur
	· Pemohon datang ke loket Reception/Informasi mengambil dan mengisi formular;
· Pemohonan menyerahkan formular ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
· Apabila Proses lanjut dan berkas lengkap dan benar, selanjutnya proses penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP;
· Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
· Pemohon mengambil izin di loket pengambilan izin.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan internal secara langsung maupun melalui rapat evaluasi setiap bulan.
2. Kepala Bidang melaporkan rapat teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas

	5.
	Jangka Waktu Pelayanan
	· Baru 3 Hari Kerja
· Perpanjangan 3 Jam Kerja

	6.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	7.
	Produk Pelayanan
	Dokumen Surat Izin Kerja Tenaga Teknik Laboratorium Medik (SIK-TTLM)

	8.
	Pelayanan Pengaduan
	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori melalui petugas loket pengaduan/Front Office, Telepon, SMS ,WA, Email atau melalui Kotak Pengaduan yang tersedia. 
Pengaduan terkait administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kebupaten Supiori melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terhadap saran dan masukan akan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori untuk dianalisa atau ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :
· Telepon, SMS, WA :  081240858809
· Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com
· Kotak Saran dan Pengaduan;
· Tata Muka Langsung di Kantor DPMPTSP
Jl. Raya Sorendiweri Yenggarbun, Desa Sauyas Pariem Distrik Supiori Timur
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat

	9.
	Sarana dan Prasarana
	Sarana dan Prasarana
· Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);
· Tempat Layanan Helpdesk Sistem OSS;
· Tempat Parkir
· Jaringan Internet/Wifi
· Komputer dan Printer
· UPS
· Telepon Selular
· Alat Tulis Kantor
· Meja dan Kursi
· Ruang Konsultasi dan Pengaduan
· Kursi Roda
· Toilet
· Helpdesk Informasi
· Kotak Saran dan Pengaduan
Fasilitas Pendukung
· Televisi
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
· Kamera CCTV
· Brosur
· Genset

	10.
	Kompetensi Pelaksana
	· Kepala Dinas
· Kepala Bidang
· Kepala Seksi
· Petugas Frontoffice
· Petugas Backoffice

	11.
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Pelaksana yang menangani Ijin Kerja Tenaga Teknik Laboratorium Medik (SIK-TTLM) adalah 5 (Lima) Orang.
Keterangan :
Personil tersebut diatas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lain.

	12.
	Jaminan Pelayanan
	i) Adanya Kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;
j) SDM berkompeten dalam bidang tugasnya;
k) Jaminan bebas KKN;
l) Pelayanan Mudah, Cepat , Transparan, Pasti dan Bertanggungjawab.

	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	· Pengawasan lingkungan kerja dengan CCTV.
· Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
· Melaksanakan pelayanan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari Pungli.

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan Ijin Praktik Tenaga Gizi Kepada Atasan.

	15.
	Waktu Pelayanan
	· Senin-Kamis   : 09.00 WIT – 15.00 WIT
· Jumat               : 09.00 WIT – 13.30 WIT
· Jam Istirahat   : 12.00 WIT – 13.00 WIT



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI
	

	
Drs. MARWAN, M.Si
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STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NONPERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SUPIORI

SURAT IZIN TRAYEK

· PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

· STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Ijin Praktik Tenaga Gizi
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori;
3. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP;

	2.
	Persyaratan
	1. Pemohon datang ke loket DPMPTSP mengambil dan mengisi formolir
2. Pemohon menyerahkan formolir ke loket pendaftaran yang sudah diisi dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Surat kelengkapan dari ZAMZAT;
4. Pemeriksaan lapangan;
5. Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan ijin sesuai ketentuan
6. Pemberitahuna kepada pemohon bahwa ijin sudah jadi atau ditolak
7. Pemohon mengambil diloket DPMPTSP
8. Pembayaran Retribusi Daerah di Bapenda
9. Foto Copy  KTP
10. Foto Copy STNK
11. Foto Copy Buku KIR (halaman depandan belakang)


	3. 
	Sistem, Mekanisme, Prosedur
	· Pemohon datang ke loket Reception/Informasi mengambil dan mengisi formular;
· Pemohonan menyerahkan formular ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
· Apabila Proses lanjut dan berkas lengkap dan benar, selanjutnya proses penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP;
· Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
· Pemohon mengambil izin di loket pengambilan izin.

	4.
	Pengawasan Internal
	8. Kepala Dinas melakukan pengawasan internal secara langsung maupun melalui rapat evaluasi setiap bulan.
9. Kepala Bidang melaporkan rapat teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas

	5.
	Jangka Waktu Pelayanan
	· Baru 3 Hari Kerja
· Perpanjangan 3 Jam Kerja

	6.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	7.
	Produk Pelayanan
	Dokumen Surat Izin Trayek 

	8.
	Pelayanan Pengaduan
	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori melalui petugas loket pengaduan/Front Office, Telepon, SMS ,WA, Email atau melalui Kotak Pengaduan yang tersedia. 
Pengaduan terkait administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kebupaten Supiori melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terhadap saran dan masukan akan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori untuk dianalisa atau ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :
· Telepon, SMS, WA :  081240858809
· Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com
· Kotak Saran dan Pengaduan;
· Tata Muka Langsung di Kantor DPMPTSP
Jl. Raya Sorendiweri Yenggarbun, Desa Sauyas Pariem Distrik Supiori Timur
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat

	9.
	Sarana dan Prasarana
	Sarana dan Prasarana
· Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);
· Tempat Layanan Helpdesk Sistem OSS;
· Tempat Parkir
· Jaringan Internet/Wifi
· Komputer dan Printer
· UPS
· Telepon Selular
· Alat Tulis Kantor
· Meja dan Kursi
· Ruang Konsultasi dan Pengaduan
· Kursi Roda
· Toilet
· Helpdesk Informasi
· Kotak Saran dan Pengaduan
Fasilitas Pendukung
· Televisi
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
· Kamera CCTV
· Brosur
· Genset

	10.
	Kompetensi Pelaksana
	· Kepala Dinas
· Kepala Bidang
· Kepala Seksi
· Petugas Frontoffice
· Petugas Backoffice

	11.
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Pelaksana yang menangani Ijin Trayek adalah 5 (Lima) Orang.
Keterangan :
Personil tersebut diatas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lain.

	12.
	Jaminan Pelayanan
	a). Adanya Kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;
b). SDM berkompeten dalam bidang tugasnya;
c). Jaminan bebas KKN;
d). Pelayanan Mudah, Cepat , Transparan, Pasti dan Bertanggungjawab.

	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	· Pengawasan lingkungan kerja dengan CCTV.
· Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
· Melaksanakan pelayanan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari Pungli.

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan Ijin Trayek Kepada Atasan.

	15.
	Waktu Pelayanan
	· Senin-Kamis   : 09.00 WIT – 15.00 WIT
· Jumat               : 09.00 WIT – 13.30 WIT
· Jam Istirahat   : 12.00 WIT – 13.00 WIT



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI
	

	
Drs. MARWAN, M.Si
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STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NONPERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SUPIORI

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD DAN PKBM

· PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

· STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Ijin Praktik Tenaga Gizi
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional ;
2. Permendikbud Nomor 18 tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori;
5. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP;

	2.
	Persyaratan
	1. Mengisi Formulir Permohonan Izin Yang Ditandatangani Di atas Meterai 10.000; 
2. Foto Copy KTP Kepala Sekolah (KTP-e)
3. Profil Lembaga: Visi, Misi, Tujuan, Jenis Kegiatan Yang Diselenggarakan (Untuk PKBM Memiliki Minimal 2 Jenis Kegiatan) Program Kerja, Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi;
4. Data Peserta Didik Untuk Setiap Jenis Kegiatan;
5. Data Pendidik (Tutor/Guru/Instruktur/Narasumber Teknis/Pelatih);
6. Data Staf (Pengelola, Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Cleaning Service);
7. Daftar Sarana dan Prasarana dan Media Pembelajaran;
8. Status Kepemilikan Gedung (Pinjam/Sewa/Kontrak) Memiliki Jaminan Tertulis;
9. Secara Hukum Dapat Digunakan Sekurang-kurangnya 3 Tahun. Jika Memiliki Sendiri Atau Atas Nama Lembaga, Memiliki Surat Kepemilikan Dari Pemerintah Dan Jika Berstatus Hibah, Memiliki Surat Hibah dan Tanda Tangan Dihadapan Notaris;
10. Pendanaan;
11. Ijin Domisili Dari Kelurahan;
12. Akte Notaris (berikut ad/art)
13. NPWP Atas Nama Lembaga;
14. Rekening Bank Atas Nama Lembaga (Yang Negeri Tidak Perlu)
15. Kegiatan Lembaga Telah Berjalan Lebih 2 Tahun;
16. Denah Lokasi dan Denah Bangunan;
17. Rekomendasi Layak Untuk Diberikan Ijin Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori;
18. Pas fhoto berwarna 3 x 4 = 2 lembar (kepala sekolah);
19. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

	3. 
	Sistem, Mekanisme, Prosedur
	· Pemohon datang ke loket Reception/Informasi mengambil dan mengisi formular;
· Pemohonan menyerahkan formular ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
· Apabila Proses lanjut dan berkas lengkap dan benar, selanjutnya proses penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP;
· Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
· Pemohon mengambil izin di loket pengambilan izin.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan internal secara langsung maupun melalui rapat evaluasi setiap bulan.
2. Kepala Bidang melaporkan rapat teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas

	5.
	Jangka Waktu Pelayanan
	· Baru 3 Hari Kerja
· Perpanjangan 3 Jam Kerja

	6.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	7.
	Produk Pelayanan
	Dokumen Surat Izin Operasional PAUD dan PKPM

	8.
	Pelayanan Pengaduan
	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori melalui petugas loket pengaduan/Front Office, Telepon, SMS ,WA, Email atau melalui Kotak Pengaduan yang tersedia. 
Pengaduan terkait administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kebupaten Supiori melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terhadap saran dan masukan akan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori untuk dianalisa atau ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :
· Telepon, SMS, WA :  081240858809
· Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com
· Kotak Saran dan Pengaduan;
· Tata Muka Langsung di Kantor DPMPTSP
Jl. Raya Sorendiweri Yenggarbun, Desa Sauyas Pariem Distrik Supiori Timur
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat

	9.
	Sarana dan Prasarana
	Sarana dan Prasarana
· Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);
· Tempat Layanan Helpdesk Sistem OSS;
· Tempat Parkir
· Jaringan Internet/Wifi
· Komputer dan Printer
· UPS
· Telepon Selular
· Alat Tulis Kantor
· Meja dan Kursi
· Ruang Konsultasi dan Pengaduan
· Kursi Roda
· Toilet
· Helpdesk Informasi
· Kotak Saran dan Pengaduan
Fasilitas Pendukung
· Televisi
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
· Kamera CCTV
· Brosur
· Genset

	10.
	Kompetensi Pelaksana
	· Kepala Dinas
· Kepala Bidang
· Kepala Seksi
· Petugas Frontoffice
· Petugas Backoffice

	11.
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Pelaksana yang menangani Ijin Operasional PAUD dan PKBM adalah 5 (Lima) Orang.
Keterangan :
Personil tersebut diatas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lain.

	12.
	Jaminan Pelayanan
	a). Adanya Kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;
b). SDM berkompeten dalam bidang tugasnya;
c). Jaminan bebas KKN;
d). Pelayanan Mudah, Cepat , Transparan, Pasti dan Bertanggungjawab.

	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	· Pengawasan lingkungan kerja dengan CCTV.
· Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
· Melaksanakan pelayanan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari Pungli.

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan Ijin Trayek Kepada Atasan.

	15.
	Waktu Pelayanan
	· Senin-Kamis   : 09.00 WIT – 15.00 WIT
· Jumat               : 09.00 WIT – 13.30 WIT
· Jam Istirahat   : 12.00 WIT – 13.00 WIT
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STANDAR PELAYANAN PERIJINAN DAN NONPERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SUPIORI

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

· PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Perijnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

· STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Ijin Praktik Tenaga Gizi
	No
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional ;
2. Permendikbud Nomor 18 tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori;
4. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP;

	2.
	Persyaratan
	1. Mengisi Formulir Permohonan Izin Yang Ditandatangani Di atas Meterai 10.000; 
2. Profil Lembaga: Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, Susunan Pengurus;
3. Foto Copy KTP Kepala Sekolah (KTP-e)
4. Surat Pernyataan Pendirian Sekolah Dari Yayasan/Perorangan;
5. Surat Pernyataan Sebagai Organisasi Non Profit (Bila Yang Membangun Sekolah Adalah Yayasan);
6. Akta Pendirian Yayasan;
7. SK Kepala Sekolah/Pengelola;
8. Daftar Riwayat Hidup Pengelola;
9. Struktur Oraganisasi Sekolah;
10. Daftar Pendidik/Guru Pengajar;
11. Daftar Siswa;
12. Foto Copy Ijasah Guru dan Kepala Sekolah;
13. Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
14. Surat Penyataan Sewa Bangunan (Bila Bangunan Yang Digunakan Menyewa)
15. Pas photo berwarna 4 x 6 = 2 lembar (kepala kekolah);
16. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

	3. 
	Sistem, Mekanisme, Prosedur
	· Pemohon datang ke loket Reception/Informasi mengambil dan mengisi formular;
· Pemohonan menyerahkan formular ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
· Apabila Proses lanjut dan berkas lengkap dan benar, selanjutnya proses penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan dan SOP;
· Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
· Pemohon mengambil izin di loket pengambilan izin.

	4.
	Pengawasan Internal
	3. Kepala Dinas melakukan pengawasan internal secara langsung maupun melalui rapat evaluasi setiap bulan.
4. Kepala Bidang melaporkan rapat teknis dan melaporkan kepada Kepala Dinas

	5.
	Jangka Waktu Pelayanan
	· Baru 3 Hari Kerja
· Perpanjangan 3 Jam Kerja

	6.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	7.
	Produk Pelayanan
	Dokumen Surat Izin Operasional Sekolah

	8.
	Pelayanan Pengaduan
	Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori melalui petugas loket pengaduan/Front Office, Telepon, SMS ,WA, Email atau melalui Kotak Pengaduan yang tersedia. 
Pengaduan terkait administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Kebupaten Supiori melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sedangan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Terhadap saran dan masukan akan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori untuk dianalisa atau ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :
· Telepon, SMS, WA :  081240858809
· Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com
· Kotak Saran dan Pengaduan;
· Tata Muka Langsung di Kantor DPMPTSP
Jl. Raya Sorendiweri Yenggarbun, Desa Sauyas Pariem Distrik Supiori Timur
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat

	9.
	Sarana dan Prasarana
	Sarana dan Prasarana
· Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);
· Tempat Layanan Helpdesk Sistem OSS;
· Tempat Parkir
· Jaringan Internet/Wifi
· Komputer dan Printer
· UPS
· Telepon Selular
· Alat Tulis Kantor
· Meja dan Kursi
· Ruang Konsultasi dan Pengaduan
· Kursi Roda
· Toilet
· Helpdesk Informasi
· Kotak Saran dan Pengaduan
Fasilitas Pendukung
· Televisi
· Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
· Kamera CCTV
· Brosur
· Genset

	10.
	Kompetensi Pelaksana
	· Kepala Dinas
· Kepala Bidang
· Kepala Seksi
· Petugas Frontoffice
· Petugas Backoffice

	11.
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Pelaksana yang menangani Ijin Operasional Sekolah adalah 5 (Lima) Orang.
Keterangan :
Personil tersebut diatas, juga melaksanakan tugas untuk jenis pelayanan lain.

	12.
	Jaminan Pelayanan
	a). Adanya Kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;
b). SDM berkompeten dalam bidang tugasnya;
c). Jaminan bebas KKN;
d). Pelayanan Mudah, Cepat , Transparan, Pasti dan Bertanggungjawab.

	13.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	· Pengawasan lingkungan kerja dengan CCTV.
· Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
· Melaksanakan pelayanan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari Pungli.

	14.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	17. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
18. Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung. Laporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan Ijin Trayek Kepada Atasan.

	15.
	Waktu Pelayanan
	· Senin-Kamis   : 09.00 WIT – 15.00 WIT
· Jumat               : 09.00 WIT – 13.30 WIT
· Jam Istirahat   : 12.00 WIT – 13.00 WIT
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